


BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kepailitan merupakan salah satu instrumen hukum dalam sistem perekonomian yang bertujuan memberikan solusi terhadap kebuntuan utang piutang, baik untuk kreditor maupun debitor. Dalam konteks Indonesia, pengaturan hukum kepailitan dituangkan secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Salah satu aktor kunci dalam proses kepailitan adalah kurator, yang bertindak sebagai pihak independen untuk mengurus dan membereskan harta debiturpailit demi kepentingan kreditor. Peran kurator ini menjadi semakin strategis karenaseluruh aset debitoryang pailit berada dalam keadaan sita umum sejak putusan pailit dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU.
UUK-PKPU mengatursecararincisyaratkepailitan, tatacarapengajuanpermohonan, hinggatahapanpemberesanhartadebiturpailit. DalamPasal 2 ayat (1), ditentukanbahwaseorangdebitordapatdinyatakanpailitapabilaiamemilikiduaataulebihkreditordantidakmampumembayarlunassedikitnyasatuutang yang telahjatuhwaktudandapatditagih. Ketentuaninimengedepankanpembuktiansecarasederhana, yang berartipengadilantidakmemerlukan proses pembuktianpanjangjikafakta-faktadasarterpenuhi. Selanjutnya, pengadilanakanmengangkatkurator, yaknipihak yang bertanggungjawabuntukmelakukanpengurusandanpemberesanterhadaphartakekayaandebitor yang telahdinyatakanpailit.
Di tengah iklim perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi COVID-19, jumlah permohonan kepailitan meningkat, baik dari sektor korporasi maupun perorangan. Kondisi ini memunculkan tantangan baru bagi para kurator, tidak hanya dalam hal teknis pengelolaan asetpailit,tetapijugadalamkonteksetikaprofesi, efisiensipemberesan,dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian kewajiban debitor. Tudingan terhadap kurator yang berkolusi dengan kreditor tertentu atau bahkan memperlambatprosespemberesandemikeuntunganpribadimenjadisorotan tajam di berbagai forum hukum dan bisnis. Di sisi lain, minimnya pengawasan dan standar baku pelaksanaan tugas kurator menambah kompleksitas persoalan.
Kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum yang penting dalam dunia bisnis modern. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara komprehensif mengenai proses kepailitan, termasuk peran sentral seorang kurator.Pasal69ayat1UUKepailitanmenyatakanbahwasejaktanggalputusanpailitdiucapkan,DebitorPailitkehilanganhakuntukmenguasaidan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta debitur pailit. Pengurusan dan pemberesanhartadebiturpailitinikemudianmenjaditugasdankewenangankurator.[footnoteRef:2] [2: E Tryandari, “Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” Jurnal Kepailitan Dan PKPU 8, no. 1 (2021).] 

Kepailitan merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikanutang-piutangsecaraadilantaradebitordanparakreditornya. Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara rinci perihal pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit. Salah satuaktorsentraldalamprosestersebutadalahkurator,yangbertugassebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
Pasal 69 Ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan bahwa kurator wajib mengurus dan membereskan hartadebitur pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailitdiucapkan.Namundalampraktiknya,pelaksanaantugasinitidakselalu berjalan lancar. Kurator sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti akses terhadap aset yang tersebar lintas yurisdiksi, perlawanan dari debitor atau pihak ketiga, hingga kurangnya perlindungan hukum yang memadai dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu, belum adanya standar operasionalyangseragamdalampelaksanaantugaskuratordiIndonesiaturut memengaruhi efektivitas peran mereka.
Kepailitan merupakan kondisi hukum ketika debitor tidak mampu membayarutang-utangnyayangtelahjatuhtempodandapatditagih,sehingga diperlukanintervensihukumuntukmelindungihak-hakkreditordanmenjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, peran kurator menjadi sangat vital. Kurator adalah pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pengurusandanpemberesanterhadaphartadebitur pailitdebitorsebagaimanadiatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 69 ayat (1) UU tersebutsecaraeksplisitdisebutkanbahwa:"Kuratorwajibmelakukanpengurusan dan pemberesan harta debitur pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."
Ketentuaninimemberikanlandasanhukumyangjelasterhadaptugasdan kewajibankurator,namundalampraktiknyatidaksedikitkuratormenghadapi hambatan hukum maupun non-hukum dalam menjalankan kewenangan tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh kurator antara lain adalah keterbatasan informasi terkait aset debitor, aset yang tersebar di berbagai yurisdiksi, ketidakpatuhan debitor, konflik dengan kreditor, dan kerangka hukum yang kadang masih multitafsir. Menurut Yahya Harahap (2004), dalam praktik pengurusan dan pemberesan, sering terjadi ketidaksesuaian antara teori normatif yang diatur dalam undang-undang dengan kenyataan praktiknya, sehingga peran aktif kurator menjadi sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses kepailitan. Hal ini menuntut kurator tidak hanya memahami aspek hukum substantif dan prosedural, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dan negosiasi.
Dalam praktiknya, kurator dituntut untuk bertindak secara independen dan profesional, namun realitasnya seringkali posisi kurator dilematis di tengahtarikmenarikkepentingankreditor,debitor, danpengaruhdarisistem peradilan itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan bahwa ketidakjelasan prosedureksekusi,kurangnyakoordinasilintaslembaga,sertaadanyapotensi konflikkepentingandapatmemperlambatataubahkanmenggagalkanproses pemberesan aset. Seperti disebutkan oleh R. Subekti, efektivitas kurator sangat bergantung pada kemampuan mereka dalam menafsirkan undang-undang secara dinamis dan responsif terhadap tantangan praktik.[footnoteRef:3] [3: R Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).] 

Kurator memiliki posisi yang sangat penting dalam proses kepailitan, karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola dan membereskan harta debitur pailit demi kepentingan kreditur[footnoteRef:4] Kurator harus bertindak secara independen, tidak memihak, dan bebas dari pengaruh siapapun[footnoteRef:5] Dalam melaksanakan tugasnya, kurator memiliki kewenangan yang luas, termasuk melakukan inventarisasi hartadebitur pailit,melakukanpenjualanataulikuidasiaset,sertamembagikanhasilpenjualan kepada kreditor sesuai dengan urutan.[footnoteRef:6] [4: R Saija, “Profesionalisme Kurator Dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia,” Jurnal Hukum Ekonomi 4, no. 1 (2021).]  [5: Saija.]  [6: A Ganindha and S Indira, “Tugas Dan Wewenang Kurator Dalam Pemberesan Harta Pailit Lintas Yurisdiksi,” Jurnal Hukum Dan Bisnis 7, no. 1 (2020).] 

Namun, dalam praktiknya, kurator seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kendala dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah kesulitan dalam menemukan dan mengamankan seluruh aset pailit, adanya potensi konflik kepentingan antara kurator dan kreditor, serta kompleksitas dalam proses likuidasi aset.[footnoteRef:7] Selain itu, dalam kepailitan lintas batas negara, kurator juga menghadapi tantangan terkait perbedaan yurisdiksi dan hukum yang berlaku.[footnoteRef:8] [7: Ganindha and Indira.]  [8: Ganindha and Indira.] 

Tidak hanya itu, dalam konteks ekonomi global dan keterbukaan investasi asing, keberadaan aset lintas negara menambah kompleksitas pekerjaan kurator. Ketidakharmonisan regulasi lintas negara serta ketiadaan perjanjian bilateral atau multilateral terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan dapat menjadi batu sandungan besar dalam pemberesan harta debitur pailit. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah sejauh mana implementasi Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dapat terlaksana secara efektif dalam konteks hukum Indonesia.
Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara ini, dua perusahaan sebagai kreditor, yaitu PT Clearpack Indojaya Pratama dan PT Sinar Utama Mandiri, mengajukan permohonan pailit terhadap PT Mulia Karya Berkah Bersama, yang terbukti tidak melunasi utangnya meskipun barang yang dibeli telah diterima dan tagihan telah dikirimkan. Meskipun pihak debitor mengakui adanya utang dan menyatakan ketidakmampuan membayar karena musibah kebakaran, permohonan pailit tetap dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menegakkan asas pembuktian sederhana dalam kepailitan.
Dalam putusannya, pengadilan juga menunjuk dua kurator untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan hartadebitur pailit. Penunjukan ini dilakukan berdasarkan permohonan kreditor dan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU. Kurator yang ditunjuk memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa seluruh aset debitor dikelola dan dibagikan kepada kreditor sesuai ketentuan hukum. Akan tetapi, yang menjadi sorotan adalah bagaimana proses ini dijalankan setelah putusan. Apakah kurator sudah bekerja sesuai dengan prinsip yuridis dan profesionalisme? Bagaimana pelaksanaan teknis pemberesan piutang oleh kurator? Apakah urutan peringkat piutang telah diperhatikan sesuai dengan Pasal 69 UUK-PKPU? Ini menjadi aspek penting yang patut dikaji secara yuridis dan mendalam.
Putusan ini menjadi relevan untuk dikaji bukan hanya dari sisi syarat formil permohonan pailit, tetapi juga dari sisi peran dan tanggung jawab kurator dalam mengeksekusi putusan secara adil dan akuntabel. Karena dalam praktiknya, keterlibatan kurator sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses kepailitan. Penunjukan kurator bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah awal dari proses yang kompleks dalam membagi aset kepada pihak-pihak yang memiliki klaim hukum.
Lebih lanjut, penelitian ini juga menjadi penting dalam menilai apakah praktik kepailitan di Indonesia sudah menjamin asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, khususnya dalam aspek pengawasan terhadap kerja kurator. Dengan kata lain, apakah tindakan kurator dalam kasus ini telah mencerminkan pelaksanaan norma dalam UUK-PKPU secara benar, atau justru masih menyisakan celah hukum yang merugikan para pihak?
Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam bagaimana peran kurator dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 serta kendala dan solusi yang dapat ditempuh demi menjamin pelaksanaan kepailitan yang adil, efisien, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara yuridis mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit menurut Pasal 69 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelemahan normatif dan praktis yang dihadapi kurator, sekaligus memberikan rekomendasi guna memperkuat efektivitas dan akuntabilitas peran kurator di Indonesia.

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tentang syarat kepailitan?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap alasan hakim mengabulkan permohonan pailit dalam perkara tersebut, meskipun Termohon mengakui utang dan meminta tenggang waktu pelunasan?
3. Bagaimana peran kurator yang ditunjuk dalam perkara ini dilihat dari aspek tanggung jawab hukum untuk menjamin proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit berjalan sesuai ketentuan undang-undang?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, berikut adalah tujuan penelitian yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan terkait penerapan dan pemberesan harta debitur pailit berdasarkan Pasal 69 ayat UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai berikut :
1. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Niaga Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), khususnya terkait syarat formil pernyataan pailit.
2. Untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pailit meskipun Termohon mengakui utang dan memohon tenggang waktu pelunasan.
3. Untuk mengevaluasi peran kurator yang ditunjuk dalam perkara ini dilihat dari aspek tanggung jawab hukum untuk menjamin proses pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit berjalan sesuai ketentuan undang-undang.

D. Manfaat Penelitian 
Bagi kalangan profesi kurator tentunya akan banyak menambah manfaat dalam teori-teori dan penerapan implementasinya yang berguna untuk di praktikan dilapangan dengan manfaat sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis :
a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum kepailitan, khususnya mengenai pelaksanaan tugas kurator dalam praktik pengurusan dan pemberesan harta debiturpailit.
b. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagai dasar hukum operasional bagi kurator.
c. Mendorong pengembangan teori hukum yang adaptif terhadap praktik hukum komersial dan ekonomi modern, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak-hak kreditor dan prinsip keadilan dalam kepailitan.
2. Manfaat Praktis :
a. Memberikan gambaran konkret kepada para kurator, kreditor, dan debitor mengenai tantangan serta solusi dalam pengurusan dan pemberesan harta debiturpailit.
b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi serta menyempurnakan regulasi terkait tugas dan kewenangan kurator agar lebih efektif dan aplikatif.
c. Menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dan hakim pengawas dalam memahami ruang lingkup kerja kurator dan batas diskresi yang dapat diterapkan dalam proses kepailitan.
[bookmark: _GoBack]Memberikan informasi bagi mahasiswa, akademisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami sistem hukum kepailitan di Indonesia secara lebih mendalam.
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